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PENUNGGAK PAJAK REKLAME TERBESAR DISEGEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah 

 

MATARAM—Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram semakin garang terhadap 

penunggak pajak reklame. Kesabaran BKD nampaknya sudah habis dengan pengemplang 

pajak reklame ini. 

Jumat kemarin (29/11), BKD kembali menyegel papan reklame yang menunggak pembayaran 

pajak. Kali ini BKD menyegel papan reklame milik salah satu perusahaan advertising yang 

sudah lama beroperasi di Kota Mataram. 

Reklame yang disegel ini milik CV IKA (inisial).  Perusahaan ini diketahui salah satu 

penunggak pajak reklame terbesar di Kota Mataram. ‘’Iya dia ini salah satu penunggak 

terbesar. Mungkin masuk sepuluh besar lah,’’ ujar Kasubbid Penagihan Bidang Pelayanan dan 

Penyuluhan BKD Kota Mataram, Ahmad Amrin sebelum menyegel papan reklame. 

BKD menyegel tiga reklame milik CV IKA. Reklame yang disegel berada di tiga lokasi. 

Seperti di samping pos polisi Karang Jangkong, kemudian di perempatan Airlangga dan di 

bundaran Rembiga. Spanduk atau stiker penyegelan BKD langsung terbentang di reklame yang 

disegel. Hampir setengah papan reklame ini tertutup oleh spauk penyegelan. 

http://pekanbaru.go.id/p/news/pemko-diharapkan-optimal-manfaatkan-barang-milik-daerah


BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat  Halaman 2 
 
 

‘’Memang banyak titik reklame yang dia pasang di Mataram. Tapi kita pilih yang tiga ini 

karena kan besar-besar reklamenya,’’ katanya. 

Penyegelan harus dilakukan petugas karena perusahaan tersebut tidak ada iitikad baik untuk 

membayar pajak. BKD memastikan sudah cukup memberikan waktu agar menyelesaikan 

tunggakan, tapi tetap tidak diindahkan. 

‘’Ini sudah jatuh tempo dan dia harus selesaikan. Tapi tidak diselesaikan. Kemarin ada yang 

bilang dia mau minta pengurangan. Tapi kan tidak ada tindaklanjut. Proses administrasi juga 

nggak. Kita nunggu tidak jelas jadinya. Harus kita tindak,’’ ungkapnya. 

Perusahaan ini disebutnya menunggak pajak dengan jumlah cukup besar. Yaitu dengan 

tunggakan mencapai Rp 400 juta lebih. ‘’Memang besar tunggakannya. Kalau tidak diindahkan 

juga mungkin akan kita potong semua,’’ tegasnya. 

Untuk itu, BKD memberikan tenggat waktu untuk menyelesaikan tunggakan. Dalam waktu 

seminggu setelah disegel. Penunggak pajak reklame harus menyelesaikan tunggakannya. Jika 

tidak, papan reklame yang besangkutan akan dipotong. ‘’Seminggu tidak ada respon dan 

realisasi. Ya sudah kita minta pemotongan ke dinas perkim. Dengan alasan operasional. Dinas 

perkim meminta nanti sekali-kali untuk memotong papan reklame yang menunggak pajak. 

Karena di utara itu juga kan ada yang kita segel,’’ terangnya. 

Untuk itu, ia meminta CV IKA agar segera menyelesaikan tunggakannya. Karena tidak bagus 

juga perusahaan lokal menunggak pembayaran pajak. ‘’Ini pengusaha lokal. Sudah lama dia 

bermain di sini. Yang jelas semua proses dudah kita lakukan. Bersurat juga sudah, 

tunggakannya ini periode 2019,’’ pungkasnya. 

Sementara itu, Kepala BKD Kota Mataram, H Syakirin Hukmi mengatakan, kepada penunggak 

pajak penyegelan papan reklame harus dilakukan. Namun terlebih dahulu beberapa proses 

harus diselesaikan.   
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‘’Pokoknya minggu ini akan ada penyegelan untuk lebih lanjut. Kan ada prosesnya tidak bisa 

kita langsung segel begitu,’’ katanya. (gal) 

Sumber Berita:  

https://radarlombok.co.id/penunggak-pajak-reklame-terbesar-disegel.html 

 

Catatan: 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, 

Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Jenis Pajak Provinsi terdiri dari: 

Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:  

a. Pajak Hotel; 

b. Pajak Restoran; 

c. Pajak Hiburan; 

d. Pajak Reklame; 

e. Pajak Penerangan Jalan; 

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

g. Pajak Parkir; 

h. Pajak Air Tanah; 

i. Pajak Sarang Burung Walet; 

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan 

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

l. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. 

Objek Pajak reklame meliputi: 

a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya; 

b. Reklame kain; 

c. Reklame melekat, stiker; 

d. Reklame selebaran; 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f. Reklame udara; 

g. Reklame apung; 

h. Reklame suara; 

i. Reklame film/slide; dan 

j. Reklame peragaan. 

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 

a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, 

warta bulanan, dan sejenisnya; 

b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk 

membedakan dari produk sejenis lainnya; 

https://radarlombok.co.id/penunggak-pajak-reklame-terbesar-disegel.html
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c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau 

profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau 

profesi tersebut; 

d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan 

e. penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame, 

sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan 

Reklame. 

Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, 

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut, sedangkan dalam hal Reklame 

diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame. 

 

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. 

Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan 

berdasarkan nilai kontrak Reklame dan dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa 

Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi 

penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame. 

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) melalui 

Peraturan Daerah. 


